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MOTTO 
 
َعِفُر ُمَلَقلْا ْهَع ٍثاَلَث :ِهَع ِمِئاَنّلا ىَتَّح َظِقْيَتّْسَي ِهَعَو ِىِبَصّلا َتَّحى َمِلَتّْحَي 
َوِهَع ْوُنّْجَملاِن َقْيِفُي ىَتَّح   
 
“Diangkat pembeban hukum dari tiga jenis manusia, orang yang tidur sampai ia 
bangun, anak kecil sampai ia baligh, dan orang gila sampai ia sembuh.” 
(H.R. Bukhari, Abu Daud, Al-Tirmidzi, An-Nasai, Ibn Majah, dan Al-Daruquthni 
dari Aisyah dan Ali bin Abi Thalib).
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
1
 Imam an-Nasa’i, Sunan an-Nasa’i Bab man la yaqo’ thalaquhu min al-azwaj juz 
II, (t.t., t.p., t. th.), hal. 124 
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ABSTRAK 
Skripsi dengan judul “Studi Komparasi Batas Usia Cakap Hukum 
Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Tinjauan Pasal 330 KUHPerdata, 
Pasal 47 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 45 
KUHP Tentang Pidana Anak, dan Pasal 98 KHI)” ini ditulis oleh Ilma Fitriana, 
NIM. 2822123015, pembimbing Dr. Kutbuddin Aibak, M. H. I. 
 
Kata Kunci: Komparasi, Batas Usia, Cakap Hukum, Hukum Positif, Hukum 
Islam. 
 
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh penerapan hukum yang tidak bisa 
terlepas dari kehidupan bermasyarakat. Dimana hukum menjadi sendi yang vital 
dalam mengatur kehidupan bermasyarakat agar hak antara orang yang satu dan 
yang lain dapat saling dilindungi. Hukum sebagai jembatan untuk mewujudkan 
kehidupan yang tertib dan disiplin, pada praktiknya memiliki konsepsi. Diantara 
konsepsi hukum yang ada, konsepsi hukum positif dan hukum islam merupakan 
dua bentuk hukum yang memiliki eksistensi lebih di Indonesia dibandingkan 
konsepsi hukum yang lain. Dalam aturan hukum positif maupun hukum Islam, 
keduanya memiliki aturan untuk menentuan kriteria usia seseorang dapat dibebani 
tanggung jawab hukum, yang disebut dengan kecakapan hukum. Dengan latar 
belakang tersebut, peneliti membandingkan antara hukum positif dan hukum 
Islam untuk mengetahui persamaan dan perbedaannya dalam menentukan batas 
usia kecakapan hukum seseorang. 
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana batas usia 
cakap hukum perspektif hukum positif? (2) Bagaimana batas usia kecakapan 
hukum perspektif hukum Islam? (3) Bagaimana persamaan dan perbedaan batas 
usia cakap hukum perspektif hukum positif dan hukum Islam? adapun yang 
menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui batas usia cakap hukum 
baik dari perspektif hukum positif maupun hukum Islam dan mengetahui 
persamaan juga perbedaannya. 
Penelitian ini adalah penelitian normatif dan penelitian kepustakaan, 
sumber data terbagi menjadi sumber data primer dan sumber data sekunder. Data 
yang diperoleh selanjutnya disajikan secara kualitatif, penganalisaan data juga 
dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan analisis-deskriptif yang bertolak 
dari analisa yuridis yang ditunjang dengan analisis komparatif. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) aturan batas usia cakap hukum 
dalam hukum positif memiliki ketentuan yang berbeda-beda dalam menentukan 
kualifikasi usia seseorang dianggap telah dewasa atau cakap hukum antara 
substansi hukum yang satu dengan yang lainnya atau dengan kata lain, penentuan 
batas usia cakap hukum dalam hukum positif belum memiliki keseragaman.  
Kemudian, karena ketidakseragaman ketentuan batas usia cakap hukum tersebut 
dapat mengindikasikan terjadinya konflik hukum apabila ketentuan aturan batas 
usia cakap hukum dalam satu substansi hukum bertemu dengan aturan cakap 
hukum dari substansi hukum lainnya. (2) dalam penentuan batas usia cakap 
hukum, hukum Islam memiliki ketentuan yang bersumber dari Al-Qur’an dan 
xv 
 
telah mencapai ijma’ Ulama’, yaitu seseorang dikatakan telah cakap hukum atau 
dalam istilah fiqh disebut baligh apabila telah ihtilam bagi laki-laki dan haid bagi 
perempuan. Namun yang menjadi perdebatan atau ikhtilaf Ulama’ adalah 
penentuan batas usia cakap hukum bagi seseorang yang tidak mengalami tanda-
tanda jasmani sebagaimana yang disebutkan di atas. (3) persamaan dan perbedaan 
diantara hukum positif dan hukum Islam terkait batas usia cakap hukum, diantara 
persamaan-persamaannya adalah tujuan hukumnya, konsep untuk sama-sama 
membawa pada ketaatan dan kepatuhan, sama-sama dijadikan norma, kedua 
konsepsi hukum ini juga sama-sama menerapkan asas Res Judicata Pro Veritate 
Habeur. Perbedaan terletak pada sumber hukumnya, tolak ukur penentuan batas 
usia cakap hukum, dan tentang ruang lingkup hubungannya. 
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ABSTRACT 
 
Thesis titled "Comparative Study of Age Limit Competent Legal 
Perspective Positive Law and Islamic Law (Review of Article 330 of the Civil 
Code, Article 47 of Law No. 1 of 1974 About Marriage, Article 45 of the 
Criminal Penal Code On Children, and Article 98 KHI)" was written by Ilma 
Fitriana, NIM 2822123015, preceptor Dr. Kutbuddin Aibak, S.Ag, M.H.I. 
Keywords: Comparison, Age Limit, Proficient Law, Positive Law, Islamic Law. 
This research is motivated by the application of the law can not be 
separated from society. Where the law into joints are vital in regulating social life 
so that rights between the one and the other can be mutually protected. Law as a 
bridge to create the life and discipline, in practice the conception. Among the 
existing legal conception, conception of positive law and Islamic law are two 
legal forms have an existence more in Indonesia than the conception of law. In the 
positive law and the rule of Islamic law, both of them have provisions for age-
determination criteria can someone burdened by responsibility law, called the 
legal capacity. With this background, the researchers compared between positive 
law and the law of Islam to find out the similarities and differences in determining 
the age limit a person's legal capacity.  
The problems of this study are (1) How is the legal age limit ably positive 
law perspective? (2) How is the age limit legal capacity perspective of Islamic 
law? (3) What similarities and differences in the age limit ably positive law and 
legal perspective of Islamic law? As for the aim of this study was to determine the 
legal age limit capably both from the perspective of positive law and law of Islam 
and know well the difference equation. 
This research is a normative and library research, data source data source 
is divided into primary and secondary data sources. Data were presented 
qualitatively, data analysis was also done qualitatively using descriptive analysis 
revealed from the juridical analysis supported by comparative analysis. 
The results showed that (1) the rules of the age limit ably law in positive 
law has provisions that vary in determining the qualifying age of a person is 
considered an adult or competent law between legal substances with each other or 
in other words, the determination of the age limit competent law in positive law 
do not have a uniform. Then, because the uniformity provision of competent legal 
age limit may indicate the occurrence of conflicts of law if the provision of 
competent legal age limit rules in a legal substance ably met by the rule of law of 
other legal substances. (2) the determination of the age limit of competent law, 
Islamic law has a provision that is derived from the Qur'an and have achieved 
ijma 'Ulama', ie a person is said to have competent legal or in terms of fiqh is 
called puberty when it ihtilam for men and menstruation for women. However, the 
debate or deviation Ulama 'is the determination of competent legal age limit for 
someone who did not have signs of physical as mentioned above. (3) the 
xvii 
 
similarities and differences between positive law and Islamic law related to legal 
age limit capable, among the similarities is the purpose of the law, the concept to 
equally carry on obedience and submission, equally used as a norm. The 
difference lies in the legal sources, benchmarks determination of competent legal 
age limit, and about the scope of the relationship. 
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